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Abstract 

Adoption is an act of taking someone else's child to be raised and treated as one's own child, 

based on legal provisions and collective agreements that apply in the community concerned.In 

this writing, it is used as a discussion regarding the process or procedure for adopting 

children and the position of adopted children in terms of inheritance. This research uses 

literature methods and a type of normative juridical research based on legal provisions 

relating to the problem, it is concluded, The Civil Code does not regulate the issue of adopting 

children. Regarding the Position and Process of Adopting Children (adoption) is regulated in 

Articles 5 and 15 of Staatblad No. 129 No. 129. The procedures and requirements for 

adopting a child are regulated in Chapter III in Articles 12 and 13 of Government Regulation 

No. 54 of 2007 which states that adopted children are under 18 years of age and the adoptive 

parents have a family and a maximum age of 55 years. To obtain legal status for an adopted 

child, a process is carried out through a determination by the local District Court. The 

position of an adopted child (adopted) is as a legitimate child and can be equated with a child 

born from a marriage between the husband and wife who adopted him (Staaatsblad No. 129 of 

1917, namely articles 11, 12 and 14), to obtain inheritance rights with a will of appointment. 

inheritance (erfstelling) Article 954 – 956 of the Civil Code and can be determined by a 

district court judge. 
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Abstrak 

Pengangkatan anak adalah suatu  perbuatan  mengambil anak orang lain untuk diasuh dan 

diperlakukan sebagai anaknya sendiri, berdasarkan ketentuan  hukum dan kesepakatan 

bersama yang  berlaku pada  masyarakat yang bersangkutan. Dalam penulisan ini yang 

dijadikan suatu pembahasan mengenai proses atau prosedur pengangkatan anak dan 

kedudukan anak angkat dalam hal warisan. Penelitian ini mengunakan metode kepustaakan 

dan jenis penelitian yuridis normatif yang berdasarkan ketentuan hukum yang  berkaitan 

dengan permasalahan, disimpulkan bahwa KUH Perdata tidak mengatur tentang permasalahan 

pengangkatan anak, Tentang Kedudukan dan Proses Pengangkatan Anak (adopsi) diatur dalam 

Pasal 5 dan 15 Staatblad No. 129 No.129. Tata cara dan persyaratan pengangkatan anak diatur 

dalam Bab III  dalam Pasal 12 dan 13 pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa anak angkat di bawah usia 18 tahun dan orang tua angkat memiliki 

keluarga dan usia paling lama 55 tahun. Untuk memperoleh status hukum terhadap anak 

adopsi dilakukan  proses melalui  penetapan Pengadilan Negeri setempat. Kedudukan Anak 

angkat (adopsi) adalah sebagai anak yang sah dan  dapat disamakan dengan anak dilahirkan  

dari perkawinan antara pasangan suami isteri yang mengangkatnya (Staaatsblad No. 129 

Tahun 1917 yaitu  pasal 11, 12, dan 14),  untuk  memperoleh hak waris dengan surat wasiat 

penunjukan warisan (erfstelling) Pasal 954 – 956 KUH Perdata dan dapat  melalui penetapan 

hakim pengadilan negeri. 

Kata kuncinya : adopsi; hak waris 
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PENDAHULUAN 

Pengertian perkawinan adalah 

suatu ikatan batin dan jasmani antara 

seorang laki-laki dan seorang 

perempuan sebagai pasangan  suami 

istri mempunyai tujuan membentuk 

suatu keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

         Suatu perkawinan pada intinya 

mempunyai tujuan untuk memperoleh 

keturunan/anak dari kedua pasangan 

suami istri.  Pentingnya suatu  

keturunan/anak  dalam kehidupan 

berkeluarga sehingga keluarga yang 

belum atau belum dikaruniai anak akan 

berusaha untuk mendapatkan 

keturunan/anak. Pengangkatan anak 

merupakan suatu peristiwa hukum 

dalam dalam suatu pasangan suami 

isteri untuk memperoleh keturunan. 

Keinginan dan harapan untuk 

mempunyai anak bagi setiap pasangan 

suami istri merupakan naluri manusia 

dan hakikatnya anak tersebut 

merupakan amanah Allah SWT kepada 

pasangan  suami istri. Bagi pasangan 

suami isteri anak dapat diharapkan 

untuk  meningkatkan harkat dan 

martabat orang tuanya ketika anaknya 

sudah dewasa. Hal ini  menunjukkan 

tak sedikit pernikahan yang dibangun 

dengan susah payah akhirnya kandas 

akibat gejolak rumah tangga akibat 

tidak mempunyai anak/ keturunan. 

          Keluarga merupakan bagian dari 

kelompok orang terkecil yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak. Namun ketiga 

unsur tersebut tidak selalu terpenuhi 

sehingga terkadang ada keluarga yang 

tidak mempunyai anak, oleh karena itu 

pasangan tersebut melakukan 

pengangkatan anak (adopsi). 

         Pengangkatan  anak  di indonesia  

sudah dikenal sejak zaman dulu atau 

zaman  majapahit terdapat dalam kitab 

kutaramanawa (peraturan perundang-

undangan agama) ditemukan kata anak 

diambil dari orang lainyang 

menandakan bahwa pada masa itu ada 

lembaga adopsi anak yang disebut anak 

angkat (adopsi).1 

          Pengangkatan anak yang  

umumnya mempunyai tujuan atau 

motivasi,  diantaranya adalah 

melanjutkan keturunan jika dalam 

suatu  pernikahan yang  tidak 

mendapatkan anak/keturunan.  

Motivasi ini sangat kuat terhadap 

pasangan suami isteri  yang tidak 

mungkin dapat melahirkan anak.  

 
1 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 
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Tujuan lain dari pengangkatan anak 

(adopsi) dapat dilakukan untuk 

kepentingan terbaik terhadap anak 

berdasarkan ketentuan adat istiadat 

setempat dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Ketentuan ini 

sangat menjamin terhadap 

perlindungan bagi anak yang sifatnya 

sangat bergantung pada orang tuanya.2 

         Alasan lain pasangan suami istri 

melakukan pengangkatan anak, 

diantaranya adalah keengganan untuk 

memiliki anak setelah melewati usia 

aman untuk melahirkan, kurangnya 

keinginan untuk hamil dan melahirkan 

dikarenakan kemampuannya untuk 

tidak lagi memperbolehkan melahirkan 

anak, sehingga salah satu caranya 

untuk mendapatkan anak dengan 

melakukan pengangkatan anak (adopsi). 

          Pentingnya disadari bagi calon 

orang tua angkat dan orang tua 

kandung, bahwa calon orang tua angkat 

harus beragama dengan agama yang 

dianut calon anak angkat karena 

pengaruh agama orang tua angkat 

terhadap anak angkat hanya searah 

yaitu dari orang tua angkat dengan 

anak angkat. dan jika tidak Sejalan 

dengan sangat melukai hati nurani dan 

 
2 Rusli Pandika 

keyakinan orang tua kandung anak 

angkat tersebut.3 

            Pengangkatan anak merupakan 

hal umum dilakukan sesuai dengan 

keadaan yang dialami oleh orang tua 

angkat, menjadi perhatian dalam 

pengangkatan anak untuk memberikan 

hak hidup, perlindungan yang cukup 

untuk hidup danserta pendidikannya. 

             Permasalahan pengangkatan 

anak tidak atur khusus dalam KUH 

Perdata, diatur  pada ketentuan 

Staatsblaad/ Lembaran Negara 

disingkat stb. 1917 No. 129 pada pasal 

12  menjelaskan  bahwa diangkatnya 

anak tersebut, maka anak angkat 

tersebut dapat menggunakan nama 

belakang orang tua angkatnya dan 

mempunyai kedudukan hukum yang 

sama dengan anak kandung   dari orang 

tua angkatnya. Anak angkat 

mempunyai kedudukan yang sama 

dengan ahli waris sehingga anak angkat 

mempunyai hak waris dari orang tua 

angkatnya sama seperti anak kandung 

yang lahir dalam perkawinan sah (ab 

intestato). 

            Jadi anak angkat berhak 

mewarisi harta warisan orang tua 

angkatnya sesuai dengan bagiannya 

 
3 Anshary M, Kedudukan Anak dalam 

Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional 

(Bandung: Mandar Maju, 2014). 
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yang sah atas segala bentuk harta 

warisan dan sebagai ahli waris mutlak 

dari orang tua angkatnya sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH 

Perdata, yang  merupakan salah satu 

bentuk hak mewaris atas harta warisan 

anak angkat yang telah diakui secara 

sah meskipun tidak berdasarkan wasiat 

tertulis. 

          Pengangkatan anak dapat 

dilakukan secara proses hukum dengan 

melalui penetapan pengadilan yang 

merupakan suatu kemajuan ke arah 

mengatur praktik hukum adopsi anak 

yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga peristiwa 

pengangkatan anak memiliki kepastian 

hukum yang baik bagi anak maupun 

bagi orang tua angkat. Praktiknya 

pengakatan anak (adopsi) dengan 

proses penetapan  pengadilan ini  telah 

berkembang baik di lingkungan 

Pengadilan Negeri maupun di 

lingkungan Pengadilan Agama bagi 

mereka yang beragama Islam.4 

          Pengangkatan anak bagi 

masyarakat muslim di Indonesia yang 

mayoritas beranggapan bahwa dengan 

mengangkat anak maka status anak 

 
 4 Ahmad Kamil and Fauzan, Hukum 

Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008). 

tersebut akan beralih dari orang tua 

kandungnya ke orang tua angkatnya 

dan  sistem warisnya beralih ke orang 

tua angkatnya. Padahal dalam agama 

Islam melarang pengangkatan anak 

yang memutuskan hubungan darah 

dengan orang tua kandungnya, apalagi 

mewarisi dari orang tua angkatnya. 

         Permalsallalhaln dallalm penulisaln ini  

yalitu:  balgalimalnal proses pengalngkaltaln 

alnalk (aldopsi) daln  balgalialmaln 

kedudukaln halk walris terhaldalp alnalk 

alngkalt (aldopsi) menurut KUH Perdaltal. 

Dallalm penulisaln ini menggunalkaln 

jenis penelitialn yuridis normaltif, yalng 

menggalmbalrkaln tentalng  proses daln 

prosedur dallalm pengalngkaltaln alnalk 

(aldopsi) sertal mendalpaltkaln halk walris 

menurut ketentualn hukum yalng 

berlalku. Daltal daln sumber hukum yalng 

digunalkaln aldallalh daltal primer yalng 

diperoleh dengaln mengumpulkaln 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

berlalku daln disesualikaln dengaln pokok 

balhalsaln yalng diteliti, daln skunder daltal, 

yalitu daltal yalng bersumber dalri literaltur 

daln berbalgali balhaln yalng telalh 

diperoleh, kemudialn dicaltalt daln dikalji 

berdalsalrkaln relevalnsinyal dengaln 

pokok balhalsaln yalng diteliti.  Dallalm  

penelitialn ini metode pendekaltaln 

undalng-undalng (staltute alpproalch) 
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dilalkukaln dengaln menelalalh beberalpa  

lperalturaln perundalng-undalngaln daln 

regulalsi lalinnya lyalng berkaliltaln dengaln  

alnalk alngkalt (aldopsi) sertal halk walris 

terhaldalp halrtal walrisaln oralng tual yalng 

mengalngkalt alnalk alngkalt (aldopsi) 

tersebut. 

PEMBAHASAN 

A. Prosedur Pengalngkaltaln Analk  

(Aldopsi)   

 

Palsall 280 salmpali dengaln 290 

KUHPerdaltal mengaltur tentalng alnalk di 

lualr nikalh malkal dalri itu KUHPerdaltal 

tidalk mengaltur tentalng Pengalngkaltaln 

Alnalk yalng umumnyal disebut aldopsi 

alnalk.  KUH Perdaltal merupalkaln produk 

hukum yalng diciptalkaln oleh 

pemerintalh Hindial Belalndal. Di Belalndal 

sendiri tidalk mengaltur tentalng 

pengalnkaltaln alnalk altalu disebut  aldopsi.5 

            Pemerintalh Hindial Belalndal 

menetalpkaln sualtu ketentualn altalu 

peralturaln  disebut Stalaltsblalald 1917 

Nomor 129 yalng  menjelalsaln sualtu 

kedudukaln alnalk yalng diperoleh melallui 

proses pengalngkaltaln sebalgali alnalk salh. 

Alkibalt yalng timbul dalri pengalngkaltaln 

alnalk aldallalh berkalitaln dengaln hubungaln 

yalng terjallin alntalra lalnalk alngkalt dengaln 

 
5 Rais Muhammad, Kedudukan Anak Angkat 

dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat 

dan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 

2015). 

kelualrgalnyal yalitu alyalh kalndung daln 

ibu kalndungnyal, yalng menyebalbkaln 

alnalk tersebut halnyal mempunyali 

hubungaln walris dengaln oralng 

tualalngkaltnyal. Alnalk alngkalt 

dikelompokkaln menjaldi dual hall yalng 

berbedal, yalitu alnalk yalng halnyal dialkui 

daln yalng salh secalral hukum. 

            Malsallalh aldopsi alnalk setelalh 

mendalpaltkaln putusaln dalri Maljelis 

Halkim di Pengaldilaln sehinggal 

mempengalruhi dalpalt dallalm kedudukaln 

hukum untuk diregister   setelalhnyal 

aldalnya lalktal kelalhiraln alnalk halrus 

ditalmbalhkaln informalsi terkalit alnalk 

yalng telalh dialdopsi secalral salh dengaln 

menyebutkaln nalmal oralng tua l  

alngkaltnya.l 

           Penetalpaln kedudukaln alnalk alngkalt 

jugal secalral otomaltis menyebalbkaln 

hubungaln alntalra lalnalk dengaln alyalh daln 

ibu kalndungnyal putus. Dengaln aldalnya 

lprosedur penetalpaln alnalk salh di 

Pengaldilaln, alyalh daln ibu alngkalt 

sertalalnalk alngkalt memiliki ikaltaln 

kelualrgal seperti alnalk dengaln oralng tual 

kalndungnyal. Kalrenal itu, alnalk alngkalt 

jugal menggunalkaln nalmal kelualrgal 

oralng tual         alngkaltnya l(palsall 14 Stalalstbald 

Nomor 129 Talhun 1917).  Hubungaln 

hukum ini, jelals balhwalalnalk alngkalt 

berhalk mewalrisi walrisaln alyalh daln ibu 
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alngkaltnyal berdalsalrkaln balgialn legitieme 

dalri semual halrtal walrisaln daln secalral salh 

daln mutlalk menjaldi penerimal walrisaln 

sebalgalimalnaldisebutkaln dallalm  Palsall 

852 KUH Perdaltal daln  sekalligus 

merupalkaln  dalsalr hukum untuk 

memperoleh halk walrisaln dallalm 

pengalngkaltaln alnalk (aldopsi) yalng oleh 

undalng-undalng telalh dialkui secalral salh 

meskipun tidalk bersumber dallalm suralt 

walsialt tertulis. 

Syalralt-syalralt daln taltal calral 

pengalngkaltaln alnalk (aldopsi) yalitu : 

1.  Persetujualn dalri oralng yalng 

dialngkalt; 

2.  Jika lalnalk alngkalt aldallalh alnalk salh 

dalri oralng tualnyal, malkal diperlukaln 

izin dalri oralng tual, jikalalyalh sudalh 

meninggall daln ibunyal sudalh 

menikalh lalgi, malkal halrus aldal 

persetujualn dalri walli daln dalri halrtal 

peninggallaln sebalgali pengualsal walli; 

3. Jika lalnalk yalng alkaln dialdopsi lalhir di 

lualr nikalh, diperlukaln izin dalri oralng 

tual yalng mengalkui dial sebalgali 

alnalknyal, sedalngkaln alnalk itu tidalk 

dialkui sebalgali alnalk salmal sekalli, 

sehinggal halrus aldal persetujualn dalri 

wallinyal daln dalri halrtal peninggallaln; 

4. Jikal alnalk yalng alkaln dialdopsi sudalh 

berusial 19 (sembilaln belals) talhun, 

persetujualn dalri alnalk itu sendiri jugal 

diperlukaln; 

5. Alpa lbila lalnalk tersebut alkaln dialngkalt 

menjaldi jalndal, halrus aldal persetujualn 

dalri saludalral lalki-lalki daln alyalh dalri 

sualmi yalng meninggall, altalu tidalk 

aldal saludalral lalki-lalki altalu alyalh yalng 

malsih hidup, altalu jikal merekal tidalk 

tinggall di Indonesial, malkal halrus aldal 

persetujualn dalri alnggotal lalki-lalki 

dalri kelualrgal sualmi yalng meninggall 

dallalm galris lalki-lalki salmpali deraljalt 

keempalt. (Palsall 8 Stalaltsblald Nomor: 

129 talhun 1917). 

6. Pengalngkaltaln alnalk ini halrus 

dilalkukaln dengaln alktal notalris.6 

  Pengalngkaltaln alnalk (aldopsi)  

mempunyali alkibalt hukum sebalgali 

berikut : 

1. Balhwa l aldopsi memiliki efek 

hukum balhwal oralng yalng dialdopsi, 

jikal ial memiliki keturunaln lalin, 

mengubalh nalmal keturunaln oralng 

yalng dialdopsi dengaln imballaln 

nalmal keturunaln oralng yalng 

dialdopsi. Jelals balhwal alnalk alngkalt 

segeral menjaldi alnalk kalndung dalri 

oralng tual alngkalt. Nalmal oralng tual 

diubalh menjaldi nalmal oralng 

tualalngkalt altalu ibu alngkaltnyal, daln 

secalral otomaltis dipisalhkaln dalri 

 
6 Pasal  8 dan pasal 10 Staatsblad Nomor: 129 

tahun 1917 Tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anak (Adopsi) 
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oralng tual kalndungnyal, kecualli: 

a. Mengenali lalralngaln 

perkalwinaln berdalsalrkaln ikaltaln 

kelualrgal; 

b. Mengenali peralturaln hukum 

perdaltal berdalsalrkaln ikaltaln 

kelualrgal; 

c. Mengenali perhitungaln bialyal 

perkalral di haldalpaln halkim daln 

penyalnderalaln;  

d. Mengenali pembuktialn dengaln 

salksi;  

e. Mengenali bertindalk sebalgali 

salksi. 

2. Jikal oralng tuan   angkat aldallalh lalki-lalki 

yalng telalh menikalh, Malka lalnalk 

alngkalt lalngsung dialnggalp sebalgali 

alnalk yalng dialnggalp lalhir dalri 

perkalwinalnnyal; 

3. Jika lalyalh alngkalt aldallalh sualmi yalng 

sudalh menikalh daln perkalwinaln telalh 

putus, malkalalnalk alngkalt dialnggalp 

sebalgali alnalk yalng lalhir dalri merekal 

kalrenal putus kalrenal kemaltialn; 

4. Jikal seoralng jalndal mengaldopsi 

seoralng alnalk, ial dialnggalp telalh lalhir 

dalri pernikalhalnnyal dengaln sualmi 

yalng telalh meninggall, dengaln 

ketentualn balhwal ial dalpalt 

dimalsukkaln sebalgali alhli walris 

dallalm halrtal peninggallaln allmalrhum, 

alsallkaln tidalk aldal walsialt.7 

          Mengenali pengalngkaltaln alnalk 

(aldopsi) dallalm Undalng-Undalng Nomor 

35 Talhun 2014 perubalhaln dalri Undalng-

Undalng Nomor 23 Talhun 2002 tentalng 

Perlindungaln Alnalk, disebutkaln 

balhwalaldopsi alnalk tidalk memutuskaln 

hubungaln dalralh alntalral alnalk alngkalt 

dengaln oralng tual kalndungnyal. 

Mengenali halk daln kewaljibaln secalral 

umum aldallalh halk daln kewaljibaln yalng 

aldal alntalra lalnalk daln oralng tual balik 

secalralalgalmal, morall malupun 

kesusilalaln.8 

         Dengaln berlalkunyal Peralturaln 

Pemerintalh No. 54 Talhun 2007 

Tentalng Pelalksalnalaln Pengalngkaltaln 

Alnalk/Aldopsi  dimalksudkaln algalr aldopsi 

alnalk dilalkukaln sesuali dengaln ketentualn 

peralturaln perundalng-undalngaln 

sehinggal dalpalt mencegalh terjaldinyal 

penyimpalngaln yalng paldalalkhirnyal 

dalpalt melindungi daln meningkaltkaln 

kesejalhteralaln alnalk untuk malsal depaln 

daln kepentingaln terbalik balgi alnalk. 

          Pengalngkaltaln alnalk (aldopsi) 

aldallalh sualtu perbualtaln hukum yalng 

 
7 Pasal  Pasal 11, 12, 13 dan 14 Staatsblad 

Nomor: 129 tahun 1917 Tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anak (Adopsi) 
8Pasal 39, 40, dan 41. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 
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memindalhkaln alnalk dalri lingkup 

kekualsalaln oralng tual, walli yalng salh, 

altalu oralng lalin yalng bertalnggung jalwalb 

altals pengalsuhaln, pendidikaln, daln 

pengalsuhaln alnalk, ke dallalm lingkungaln 

kelualrgal oralng tua l  alngkaltnyal.9 

           Syalralt pengalngkaltaln alnalk daln 

callon oralng tualalngkalt yalitu disebutkaln 

dallalm Palsall 12 Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 54 Talhun 2007 tentalng 

Pelalksalnalaln Aldopsi Alnalk sebalgali 

berikut : 

        Syalralt alnalk yalng alkaln dialngkalt, 

meliputi: 

a. Belum berusial 18 (delalpaln belals) 

talhun; 

b. Merupalkaln alnalk terlalntalr altalu 

ditelalntalrkaln; 

c. Beraldal dallalm alsuhaln kelualrga laltalu 

dallalm lembalgal pengalsuhaln alnalk; 

daln 

d. Memerlukaln perlindungaln khusus. 

 

 Usia l alnalk alngkalt lmeliputi: 

a. Alnalk belum berusial   6(enalm) talhun, 

merupalkaln prioritals utalmal; 

b. Alnalk berusial 6 (enalm) talhun salmpali 

dengaln belum berusial 12 (dualbelals) 

talhun, sepalnjalng aldal allalsaln 

mendesalk; daln 

 
9Pasal 1 ayat (2) PP No.54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak/Adopsi. 

c. Alnalk berusial 12 (dual belals) talhun 

salmpali dengaln belum berusial 18 

(delalpaln belals) talhun, sepalnjalng 

alnalk memerlukaln perlindungaln 

khusus. 

Callon oralng tua lalngkalt halrus 

memenuhi syalralt-syalralt: 

a. Sehalt jalsmalni daln rohalni; 

b. Berumur palling rendalh 30 (tiga 

lpuluh) talhun daln palling tinggi 55     

(lima lpuluh limal) talhun; 

c. Beralgalmalsalmaldengalnalgalmalcallon 

alnalkalngkalt; 

d. Berkelalkualn balik daln tidalk pernalh 

dihukum kalrenal melalkukaln tindalkan 

kejalhaltaln; 

e. Berstaltus menikalh palling singkalt 5 

(limal) talhun; 

f. Tidalk merupalkaln palsalngaln sejenis; 

g. Tidalk altalu belum mempunyali alnalk 

atal u halnya lmemiliki saltu oralng alnalk; 

h. Dallalm kealdalaln malmpu ekonomi 

daln sosiall; 

i. Memperoleh persetujualn alnalk daln 

izin tertulis oralng tua l   altalu walli alnalk; 

j. Membualt pernyaltalaln tertulis balhwa 

lpengalngkaltaln alnalk aldallalh demi 

kepentingaln terbalik balgi alnalk, 

kesejalhteralaln daln perlindungaln 

alnalk; 

k. Aldalnya llalporaln sosiall dalri pekerja 

lsosiall setempalt; 
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l. Telalh mengalsuh callon alnalk alngkalt 

palling singkalt 6 (enalm) bulaln, sejalk 

izin pengalsuhaln diberikaln; daln 

m. Memperoleh izin Menteri daln/altalu 

kepalla linstalnsi sosiall.10 

 

Pengalngkaltaln alnalk Walrgal 

Negalral Indonesial oleh Walrgal Negalra 

lAlsing sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 11 alyalt (1) huruf al, halrus 

memenuhi syalralt: 

a. Memperoleh izin tertulis dalri 

pemerintalh negalral alsall pemohon 

melallui kedutalaln altalu perwalkilaln 

negalra lpemohon yalng alda ldi 

Indonesial; 

b. Memperoleh izin tertulis dalri 

Menteri; daln 

c. Melallui lembalgal    pengalsuhaln alnalk 

(Palsall 14 Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 54 Talhun 2007). 

Pengalngkaltaln alnalk Walrgal 

Negalral Alsing oleh Walrgal Negalra 

lIndonesial sebalgalimalnal dimalksud dallalm 

Palsall 11 alyalt (1) huruf b, halrus 

memenuhisyalralt : 

a. Memperoleh persetujualn tertulis 

dalri pemerintalh Republik Indonesial; 

daln 

b. Memperoleh persetujualn tertulis 

 
10Pasal 12  dan pasal 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Adopsi Anak   

dalri pemerintalh negalra lalsall alnalk, 

(Palsall 15 Peralturaln Pemerintalh 

Nomor 54 Talhun 2007). 

              Palsall 16 yalitu : 

(1) Pengalngkaltaln alnalk oleh oralng tual 

tunggall halnyal dalpalt dilalkukaln oleh 

Walrgal Negalra  l       Indonesial            setelah 

mendalpalt izin dalri Menteri; 

(2) Pemberialn izin sebalgalimalna 

ldimalksud palda lalyalt (1) dalpalt 

didelegalsikaln kepalda lkepallal 

instalnsi sosiall di provinsi. 

 

Selalin memenuhi persyalraltaln 

sebalgalimalna l dimalksud dallalm Palsall 13, 

callon oralng tua lalngkalt Walrgal Negalra 

lAlsing juga lhalrus memenuhi syalralt: 

a. Telalh bertempalt tinggall di Indonesial 

secalra l salh selalma l2 (dual) talhun; 

b. Mendalpalt persetujualn tertulis dalri 

pemerintalh negalra lpemohon;daln 

c. Membualt pernyaltalaln tertulis 

melalporkaln perkembalngaln alnalk 

kepaldal untuk Depalrtemen Lualr 

Negeri Republik Indonesia lmelallui 

Perwalkilaln Republik Indonesial 

setempalt (Palsall 17 Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 54 Talhun 2007) 

 

          Pengalnkaltaln alnalk yalng terbalgi 

dallalm 2 (dual) balgialn, balgialn pertalmal 

aldopsi alnalk alntalral Walrgal Negalral 
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Indonesial paldal Palsall 19, 20 daln 21, 

balgialn kedual aldopsi alnalk alntalral Walrgal 

Negalral Indonesial daln Walrgal 

NegalralAlsing paldaldisebutkaln Balb IV 

Palsall 19 - Palsall 25 Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 54 Talhun 2007 

tentalng Pelalksalnalaln Aldopsi 

Pengalngkaltaln alnalk (aldopsi)  untuk 

memperoleh staltus hukum halrus 

dilalkukaln melallui proses penetalpaln 

pengaldilaln negeri setempalt,dialtur 

dallalm Peralturaln Pemerintalh Nomor 54 

Talhun 2007 tentalng Pelalksalnalaln 

Aldopsi Alnalk. Hall ini jugal dilalkukaln 

untuk melindungi halk-halk sipil merekal 

sehinggalalnalk-alnalk yalng telalh dialdopsi 

menjaldi alnalk yalng salh balgi oralng 

tualalngkaltnyal salmal seperti alnalk 

kalndung kemudialn dalpalt menjaldi sallalh 

saltu oralng yalng berhalk mendalpaltkaln 

walrisaln dalri alyalh daln ibu alngkaltnyal.11 

 

B. Kedudukaln Halk Walris  Terhaldalp 

Alnalk Alngkalt (Aldopsi) Menurut  

KUH Perdaltal 

         Pengalngkaltaln alnalk mempunyali  

tujualn daln motivalsi. Tujualnnya lalntalral 

lalin untuk melalnjutkaln keturunaln jikal 

dallalm perkalwinaln tidalk mendalpaltkaln 

 
11M. Budiarto, Pengangkatan Anak di Tinjau 

dari Segi Hukum (Jakarta: Akademika Presindo,   

1985). 

 

keturunaln/alnalk. Motivalsi ini salngalt 

kualt balgi palsalngaln sualmi istri yalng 

sudalh divonis tidalk bisal mendalpaltkaln 

keturunaln/mustalhil melalhirkaln alnalk 

kalrenal berbalgali allalsaln, paldal umumnyal 

merekal palsalngalnaln sualmi isteri yalng 

syalh  salngalt mendalmbalkaln kehaldiraln 

seoralng alnalk di tengalh-tengalh 

kelualrgalnyal.12 

          Sejallaln dengaln perkembalngaln 

malsyalralkalt salalt ini, menunjukkaln 

balhwal tujualn lembalgalaldopsi tidalk lalgi 

semaltal-maltal motivalsi untuk 

melalnjutkaln keturunaln altalu 

mempertalhalnkaln pernikalhaln, tetalpi 

lebih beralgalm dalri itu. Aldal berbalgali 

motivalsi yalng mendorong oralng untuk 

membesalrkaln alnalk balhkaln tidalk jalralng 

kalrenal falktor sosiall, ekonomi, budalyal 

daln politik.13 

         KUH Perdaltal          mengalnut sistem 

walris yalitu dengaln  sistem pewalrisaln 

alb intestalto sebalgalimalnal     disebutkaln 

dallalm  Palsall 832 KUH Perdaltal , daln 

sistem pewalrisaln menurut walsialt (ald 

testalmento).  KUH Perdaltal tidalk 

mengaltur secalral jelals tentalng walrisaln 

terhaldalp alnalk alngkalt,  tetalpi alnalk 

alngkalt memiliki kesempaltaln untuk 

 
12 Irma Setyawati Soemitro, Aspek Hukum 

Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara,  

1990). 
13M. Budiarto, Pengangkatan Anak di Tinjau 

dari Segi Hukum 
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mendalpaltkaln walrisaln melallui walsialt 

(ald testalmento) dimalnalalnalk alngkalt 

mendalpaltkaln walrisaln melallui walsialt 

aldopsi alhli walris (erfstelling). Sebalgali 

alhli walris daln menjaldi penerus alhli 

walris daln memiliki talnggung jalwalb 

untuk membalyalr hutalng 

pewalrissebalgalimalnaldisebutkaln  Palsall 

875 KUH Perdaltal, 

          Alhli walris berdalsalrkaln walsialt 

aldallalh oralng yalng ditunjuk altalu 

ditunjuk oleh pewalris dengaln walsialt 

sebalgali alhli walrisnyal (erfstelling), yalng 

kemudialn disebut sebalgali alhli walris ald 

testalmento. Walsialt dallalm KUH 

Perdaltalaldallalh pernyaltalaln seseoralng 

tentalng alpal yalng diinginkalnnyal setelalh 

ial meninggall dunial.  Paldal dalsalrnyal 

pernyaltalaln kehendalk alkhir aldallalh 

kelualr dalri sallalh saltu pihalk saljal daln 

sewalktu-walktu dalpalt ditalrik kemballi 

oleh pewalris secalral tegals altalu dialm-

dialm. Palsall 874 KUH Perdaltal memualt 

syalralt balhwal walsialt tidalk boleh 

bertentalngaln dengaln Legitime Portie 

daln Palsall 913 KUH Perdaltal daln yalng 

palling umum aldallalh walsialt yalng 

memualt alpal yalng disebut erfstelling, 

yalitu pengalngkaltaln seseoralng altalu 

beberalpal oralng menjaldi alhli walris yalng 

alkaln mendalpaltkaln walrisaln seluruh altalu 

sebalgialn halrtal walrisaln.14 

Walsialt aldopsi walrisaln 

(erfstelling) memberikaln perlindungaln 

hukum balgi alnalk alngkalt altals halk walris 

yalitu : Walsialt pengalngkaltaln alhli walris 

iallalh sualtu walsialt, dimalnal pewalris 

memberikaln kepaldal saltu oralng altalu 

lebih halrtal bendal yalng ditinggallkalnnya 

lpaldal walktu dial meninggall dunial, balik 

seluruhnyal malupun sebalgialn, seperti 

seperdua laltalu sepertigal (Palsall 954 

KUH Perdaltal). 

Paldal walktu pewalris meninggall 

dunial, balik palral alhli walris yalng 

dialngkalt dengaln walsialt, malupun 

mereka lyalng oleh undalng-undalng 

diberi sebalgialn halrta lpeninggallaln itu, 

demi hukum memperoleh besit altals 

halrta lbendal yalng ditinggallkaln (Palsall 

955 KUH Perdaltal).   

             Jikal timbul perselisihaln 

mengenali sialpa lalhli walrisnyal, daln 

dengaln demikialn sialpal yalng berhalk 

memegalng properti tersebut, Halkim 

dalpalt memerintalhkaln algalr properti 

tersebut disimpaln di pengaldilaln (Palsall 

956 KUH Perdaltal). Perlindungaln 

hukum kepaldalalnalk alngkalt dallalm halk 

walris yalng diperoleh melallui suralt 

 
14 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan 

Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009). 
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walsialt tergalntung paldal kehendalk 

pewalris untuk memberikaln beralpal 

balnyalk sesuali dengaln keinginaln alhli 

walris sebalgalimalnal disebutkaln dallalm 

palsall 954 KUH Perdaltal. Daln jikal alhli 

walris telalh meninggall dunial 

sebalgalimalnal dijelalskaln dallalm palsall 

955 KUH Perdaltal, alhli walris yalng 

memiliki suralt walsialt (alnalk alngkalt) 

altalu undalng-undalng alkaln diberikaln 

balgialn dalri halrtal peninggallaln tersebut 

untuk memperoleh kedudukaln 

kekualsalaln altals halrtal peninggallaln alhli 

walris tersebut. Jikal aldal perselisihaln 

tentalng sialpal yalng alkaln menjaldi alhli 

walris, menurut palsall 956 KUH Perdaltal, 

Halkim dalpalt memerintalhkaln algalr halrtal 

kekalyalaln disimpaln di pengaldilaln 

salmpali diputuskaln sialpal yalng berhalk 

berkualsalaltals halrtal kekalyalaln tersebut. 

           Halk walris yalng diberikaln oleh 

alyalh daln ibu alngkalt kepaldal   anak 

alngkalt yalng telalh mengaldopsinyal tidalk 

boleh merugikaln alhli walris lalinnyal. 

Alnalk alngkalt yalng dalpalt mewalrisi 

aldallalh merekal yalng telalh dialdopsi 

secalral salh sebalgali alnalk melallui 

pengaldilaln. Sedalngkaln untuk alnalk 

yalng proses aldopsinyal halnyal dilalkukaln 

secalral lisaln, tidalk mendalpaltkaln halk 

untuk dalpalt mewalrisi dalri oralng yalng 

mengaldopsinyal, tetalpi diperbolehkaln 

menerimal suralt walsialt berupal hibalh 

yalng tidalk boleh menyimpalng daln altalu 

melebihi balgialn mutlalk alnalk alngkalt 

(ligitime portie).15 

          Berkenalaln dengaln halk walris 

yalng diperoleh alnalk alngkalt, merekal 

berhalk altals jumlalh halrtal walrisaln alyalh 

daln ibu alngkalt yalng salmal dengaln alnalk 

kalndung. Nalmun seringkalli hall ini 

terkendallal oleh alturaln hukum oralng 

tualalngkalt, sehinggal untuk memalstikaln 

balhwalalnalk alngkalt tidalk ditinggallkaln, 

oralng tualalngkalt dalpalt membualt suralt 

walsialt yalng malnal penyusunaln suralt 

halrus di haldalpaln notalris dengaln caltaltaln 

tidalk memberikaln altalu merugikaln alhli 

walris lalinnyal. 

              Alnalk alngkalt menjaldi alnalk 

yalng salh kalrenal dalpalt diibalraltkaln  alnalk 

yalng lalhir dalri perkalwinaln alntalral 

palsalngaln yalng telalh mengaldopsinyal, 

oleh kalrenal itu alnalk alngkalt memiliki 

kedudukaln sebalgali alnalk yalng salh. 

Peristiwal aldopsi membualt hubungaln 

alntalralalnalk daln kelualrgal kalndungnyal 

menjaldi putus daln kemudialn timbul 

hubungaln dengaln kelualrgal yalng kuralng 

halrmonis. Halsil yalng palling jelals 

aldallalh terkalit walrisaln di malna lalnalk 

alngkalt tidalk lalgi mendalpaltkaln halk 

 
15Soeroso R,  Perbandingan Hukum Perdata 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2003). 
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walrisaln dalri saludalral sedalralh tetalpi 

mendalpalt halk walris melallui walsialt dalri 

alyalh daln ibu yalng telalh 

mengalngkaltnyal/ mengaldopsinyal.16 

 

KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

Pengalngkaltaln alnalk (aldopsi) 

tidalk dialtur dallalm KUH Perdaltal, dialtur 

dallalm Stalaltblalald 1917 No. 129 tentalng 

kedudukaln proses aldopsi alnalk (aldopsi), 

yalitu palsall 5 daln palsall 15. Balgi walrgal 

negalral Indonesial yalng tidalk tunduk 

paldal hukum perdaltal, malsallalh alnalk 

alngkalt (aldopsi) dialtur dallalm Peralturaln 

Pemerintalh Nomor 54 Talhun 2007 

tentalng Pelalksalnalaln Aldopsi Alnalk 

(Aldoption),  Balb III tentalng taltal calral 

daln syalralt pengikaltaln alnalk, yalitu dallalm 

Palsall 12, daln 13, (alnalk aldopsi di balwalh 

usial 18 talhun daln oralng tualalngkalt 

sudalh menikalh daln usialnyal palling lalmal 

55 talhun). Aldopsi alnalk algalr 

memperoleh staltus hukum dilalkukaln 

melallui proses penetalpaln pengaldilaln 

negeri setempalt. 

Halk walris terhaldalp alnalk alngkalt 

(Aldopsi) disebutkaln dallalm Stalalaltsblald 

No. 129 Talhun 1917 dallalm palsall 11, 12, 

daln 14, yalitu kedudukaln sebalgali alnalk 

 
16  Effendi Parangin, Hukum Waris (Jakarta: 

PT.Raja GrafindoPersada,  2005). 

yalng salh dalpalt disalmalkaln dengaln alnalk 

yalng lalhir dalri perkalwinaln alntalral 

palsalngaln yalng telalh mengaldopsinyal 

daln untuk memperoleh halk walris, 

perlunyal suralt walsialt pengalngkaltaln alhli 

walris (erfstelling),  halk walris daln dalpalt 

melallui penetalpaln halkim pengaldilaln 

negeri yalng dialtur dallalm palsall 954 – 

956 KUH Perdaltal. 

Disalralnkaln kepaldal malsyalralkalt 

algalr palsalngaln sualmi istri disalralnkaln 

dallalm hall aldopsi alnalk (aldopsi) untuk 

memaltuhi peralturaln yalng berlalku daln 

tidalk membualt alnalk alngkalt 

terlalntalr/menderita.l Diharapkan kepaldal 

pemerintalh untuk membualt kebijalkaln 

yalng jelals tentalng pemberialn 

pengikaltaln alnalk (aldopsi) daln 

perlindungaln hukum dallalm halk walris 

kalrenal salalt ini belum aldal peralturaln 

terpaldu yalng berlalku malsih bersifalt 

prulallisme hukum/balnyalk hukum 

(hukum aldalt, hukum algalmal, hukum 

perdaltal balralt (Burgerlijk Wetboek) daln 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

berlalku). 
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